
  
 

 
 
 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
NOMOR  3  TAHUN 2013 

 
TENTANG 

SISTEM KESEHATAN PROVINSI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,  
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan 
otonomi daerah, khususnya urusan pemerintah dan 
pelayanan umum di bidang kesehatan diberikan 
perlindungan yang sebaik-baiknya kepada  masyarakat 
dengan suatu sistem yang terkait dengan sistem lainnya 
sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan benar 
menurut peraturan perundang-undangan;  

 
b. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk 

mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi 
pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia 
dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan 
daerah yang pada hakikatnya adalah pembangunan 
masyarakat Provinsi seutuhnya, yang menjadi tanggung 
jawab pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga 
perlu dikembangkan Sistem Kesehatan Provinsi; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a,  dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Provinsi; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang 

Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2373); 

 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang 

Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2374);  
 



  
 

 
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 

 
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina hewan, ikan dan tumbuhan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3482); 

 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3671); 

 
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3698); 

 
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

 
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4219);  

 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4237);  

 
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
 
 



  
 

12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4431);  

 
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

 
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

 
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4700); 

 
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 
 

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);  
 



  
 

20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

 
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5072); 

 
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara  Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3447); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3637); 
 

25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

 
26. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang 

Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif 
berupa produk tembakau bagi kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278); 
 

27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi 
Kesehatan;  
 

28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Urusan pemerintah yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 
2008 Nomor 6); 
 

 
 
 



  
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
dan 

 
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KESEHATAN 

PROVINSI.  
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau. 
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 
ekonomis. 

8. Sistem Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat 
SKP  adalah pedoman, acuan untuk penyelenggaraan pembangunan 
kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, baik oleh Pemerintah, swasta 
dan masyarakat yang secara terpadu dan saling mendukung guna 
menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. 

9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat 
serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di 
masyarakat. 

10. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya singkat UKP adalah 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat 
serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 
mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan 
perorangan. 
 


